BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Dari hasil penelitian terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Jabatan Fungsional

Kepala Puskesmas di Kabupaten Merangin dapat diambil simpulan sebagai

berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah terhadap jabatan fungsional Kepala Puskesmas di
Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

a. Sebagian besar Responden tidak setuju Kepala Puskesmas masih dalam
jabatan struktural, sebagaian besar setuju dalam jabatan fungsional, dan
sebagian besar membenarkan bahwa pemerintah Kabupaten Merangin
belum mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah terkait jabatan fungsional Kepala Puskesmas,
serta sebagian besar Kepala Puskesmas menyatakan sudah ada
koordinasi antara Dinas Kesehatan, BKPSDM, bagian organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin dan DPRD Kabupaten
Merangin.

b. Seluruh Kepala Puskesmas menyetujui bahwa Jabatan Kepala
Puskesmas sebagai pejabat struktural perlu dilakukan evaluasi,

c. Sebagian Kepala Puskesmas menyatakan tidak pernah dan sebagian
lainnya menyatakan pernah dilakukan pembahasan dalam bentuk

pertemuan Kepala Puskesmas dengan Kepala Dinas Kesehatan beserta
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selurun Kepala Bidang lingkup Dinas Kesehatan pada monitoring
evaluasi kinerja Puskesmas per triwulan,

d. Sudah terbentuk aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan
sudah terbentuk juga aturan pelaksananya berupa Peraturan Bupati
Kabupaten Merangin Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Merangin dalam
mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah terhadap jabatan Kepala Puskesmas di Kabupaten
Merangin adalah sebagai berikut:

a. Masih ada Kepala Puskesmas yang belum memenuhi syarat
administratif untuk dilantik kembali menjadi Kepala Puskesmas.

b. Peraturan Bupati Merangin tentang Puskesmas belum memuat jabatan
fungsional Kepala Puskesmas.

c. Terganjal dengan undang-undang Pemilu yang melarang pemerintah
daerah untuk melantik Kepala Puskesmas.

d. Belum ada pertemuan khusus untuk membahas tentang implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
di Kabupaten Merangin.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merangin dalam

mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
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Perangkat Daerah terhadap jabatan Kepala Puskesmas di Kabupaten

Merangin adalah sebagai berikut:

a. Organisasi Perangkat Daerah terkait sedang merumuskan Peraturan
Bupati yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

b. Organisasi Perangkat Daerah terkait sedang mengusulkan kepada
Bupati Kabupeten Merangin untuk melantik kembali Kepala Puskesmas

menjadi jabatan fungsional.

B. Saran
Saran dari peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Agar DPRD Kabupaten Merangin dan Pemerintah Kabupaten Merangin
melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

2. Agar Bupati Kabupaten Merangin melakukan revisi terhadap Peraturan
Bupati Merangin Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Agar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Merangin
mengusulkan nama-nama Kepala Puskesmas yang memenuhi syarat untuk
dilantik kembali dalam jabatan fungsional. Untuk Kepala Puskesmas yang
belum memenuhi syarat administratif ditunjuk sebagai pelaksana tugas

Kepala Puskesmas.
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4. Agar Bupati Kabupaten Merangin melantik kembali Kepala Puskesmas

dalam jabatan fungsional.
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